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ABSTRAK 

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam demokrasi. 

Implikasi dari pengakuan internasional tersebut berdampak bahwa kebebasan 

berpendapat merupakan hak mendasar dalam kehidupan yang dijamin dan dilindungi 

oleh negara. Kebebasan berpendapat adalah Hak asasi manusia (HAM) merupakan 

kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek 

kehidupannya. Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) yang mengandung norma hukum 

berupa larangan untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat 

diaksesnya suatu informasi elektronik yang didalamnya terdapat unsur penghinaan 

dan/atau pencemaran nama baik. Pasal ini lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap 

kejahatan media sosial yang dapat mengarah pada suatu penghinaan atau pencemaran 

nama baik seseorang. Pasal ini menjadikan masyarakat memilih enggan untuk 

mengutarakan pendapat atau kritiknya baik secara lisan maupun tulisan khsusunya 

melalui media elektronik dikarenakan banyaknya kasus yang terjerat oleh pasal ini. 

Hal ini juga berakibat pada perbedaan tafsiran hakim atas pengaturan pasal 27 ayat 

(3) yang belum jelas. Kemudian pasal ini dianggap pasal yang membatasi kebebasan 

berpendapat. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan 

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dan dengan analisis dalam penelitian 

ini menggunakan deduktif, yang mengedepankan penalaran hukum yang salah 

satunya menggunakan penafsiran hukum untuk mendapat suatu kesimpulan yang 

konkret. Sehingga mengahasilkan suatu kesimpulan bahwasannya Pasal 27 ayat (3) 

UU ITE lahir atas dasar menjangkau suatu permasalahan hukum mengenai kejahatan 

pencemaran nama baik di dunia maya, pasal ini bukan sebagai pasal yang membatasi 

akan kebebasan untuk berpendapat secara langsung maupun melalui dunia maya. 

Selain itu untuk menyelesaikan problematika pasal ini juga perlu dilakukan perbaikan 

dalam hal penegakan hukum dan budaya yang berlaku dimasyarakat terkait 

penggunaan media sosial. Sehingga ketika nantinya perbaikan-perbaikan ini 

dilakukan maka akan dapat terwujud tujuan dari keberadaan pasal 27 ayat (3) UU ITE. 

 

Kata kunci: kebebasan berpendapat, mendistribusikan, mentransmisikan, 

pencemaran nama baik, hak asasi manusia, dunia maya. 
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ABSTRACT 

 

Freedom of expression is an important element in democracy. The implication of 

this international recognition is that freedom of expression is a fundamental right in 

life that is guaranteed and protected by the state. Freedom of expression is a human 

right (HAM) is the crystallization of various value systems and philosophies about 

humans and all aspects of their lives. With the existence of Article 27 paragraph (3) 

which contains legal norms in the form of prohibitions to distribute, transmit and 

make accessible electronic information in which there is an element of insult and/or 

defamation. This article was born as a form of protection against social media crimes 

that can lead to an insult or defamation of someone. This article makes people choose 

to be reluctant to express their opinions or criticisms both orally and in writing, 

especially through electronic media because of the many cases that are ensnared by 

this article. This also results in different interpretations of judges on the unclear 

provisions of Article 27 paragraph (3). Then this article is considered an article that 

limits freedom of expression. 

By using a normative legal research method, with a conceptual approach and a 

case approach. And with the analysis in this study using deductive, which puts forward 

legal reasoning, one of which uses legal interpretation to get a concrete conclusion.  

So that it results in a conclusion that Article 27 paragraph (3) of the ITE Law 

was born on the basis of reaching a legal problem regarding the crime of defamation 

in cyberspace, this article is not an article that limits freedom of expression directly 

or through cyberspace. In addition, to resolve the problems of this article, it is also 

necessary to make improvements in terms of law enforcement and the prevailing 

culture in the community regarding the use of social media. So that when these 

improvements are made later, the purpose of the existence of Article 27 paragraph 

(3) of the ITE Law will be realized.  

 

Keywords: freedom of opinion, distribute, transmit, defamation, human rights, 

cyberspace. 
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